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KEJAHATAN 

PELANGGARAN 
SUBYEK YG DIHUKUM, PERBUATAN, DAN 

SANKSI PIDANA 



 

KENDARAAN BERMOTOR 

ANGKUTAN BARANG 

 

JENIS TRUK PENGGUNAAN 

4X2 

 

1. BAK TERBUKA  

2. BAK TERTUTUP 

3. DUMP (TANAH, PASIR, BATU) 

4. TANGKI ( BBM, MINYAK, AIR, SUSU ) 

5. PEMADAM KEBAKARAN 

6. PENGANGKUT SEPEDA MOTOR 

7. PENGANGKUT SAMPAH 

6X2 

 

 

 

 

1. BAK TERBUKA 

2. BAK TERTUTUP 

3. TANGKI ( BBM, MINYAK, AIR, SUSU ) 

4. PENGANGKUT MOBIL 

6X4 

 

 

 

 

1. BAK TERBUKA 

2. BAK TERTUTUP 

3. DUMP (TAMBANG, TANAH, BATU, PASIR) 

4. TANGKI (BBM, AIR, MINYAK) 

5. PENGANGKUT KAYU LOG 

TRACTOR HEAD 

 

 

 

 

 

1. PENARIK PETI KEMAS 

2. PENARIK TANGKI (BBM, B3) 

3. PENARIK ALAT ALAT BERAT 

4. PENARIK KAYU LOG / KOIL BAJA / TIANG PANCANG 



ARTI PENTINGNYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP 
PELANGGARAN BATAS MUATAN ANGKUTAN BARANG 

I 



 DATA LAKA LANTAS AKIBAT PELANGGARAN MUATAN 

THN 2009-2013  (5 TAHUN) 

  

THN 

 

PELANGGARAN 

 

 

LAKA LANTAS 

JML 

LANGGAR 

SELURUH  

JML 

LANGGAR 

ANGKTN 

BARANG 

% 

LANGGAR 

ANGKTN 

BARANG  

JML LAKA 

SELURUH 

JML  LAKA 

ANGKTN 

BARANG 

%  

ANGKTN 

BARANG  

              

2009 5.168.969 475.135 9,19 % 59.061 13.385 22,63 % 

2010 4.267.253  248.941 6,00 % 109.319 20.347 18,61 % 

2011 5.137.352 534.682 10,40 % 109.776 25.227 23,00 % 

2012 5.770.191  425.424 7,40 % 117.949 16.165 13,70 % 

2013 6.238.868 638.143 10.30 % 100.106 21.335 21,31 % 

              

JML 27.335.973 

  

2.322.325   496.211 96.459   

    8.5 % 

Dari Jml 

Pelangaran 

Rata-Rata/   

Thn  

8.7 % 

1,9 %  

Dari Jml 

Pelanggaran 

19,5 %  

Dari Jml 

Laka 

Rata-Rata/   

Thn  

21,2 %  

Sumber : NTMC Korlantas Polri 



 

Barang  
Tidak Berbahaya 

Barang 
Berbahaya 

Angkutan barang pada umumnya, yaitu barang yang tidak 
berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus 

Angkutan yang menggunakan mobil barang yang dirancang khusus 

sesuai dgn SIFAT  dan  BENTUK  barang yang diangkut. 

a. Benda Yang Berbentuk Curah   

Atau Cair 

b. Peti Kemas 

c. .Tumbuhan 

d. Hewan Hidup; Dan/Atau 

e. Alat Berat. 

a. Barang yang mudah meledak 

b. Gas mampat, gas cair, gas terlarut pada 

tekanan atau temperatur tertentu; 

c. .Cairan mudah menyala 

d. Padatan mudah menyala 

e. Bahan penghasil oksidan 

f. Racun dan bahan yang mudah menular 

g. Barang yang bersifat radio aktif 

c.  Barang yang bersifat korosif; dan/atau 

i.  Barang khusus berbahaya lainnya. 

Memerlukan sarana khusus 

Penjelasan Pasal 160 huruf  (a) 

UU LLAJ No.22 tahun 2009 : 

 

Pasal 162 UU LLAJ No.22 

tahun 2009 : 

 



PENGGOLONGAN  

PENANGANAN/PENINDAKAN TERHADAP  

ANGKUTAN BARANG LEBIH MUATAN DAN SANKSI PIDANA 



PASAL 277  UU NO.22 TAHUN 2009  

TENTANG  LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 

 

 Pasal 277 

Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, 

kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah 

Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi 

Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, 

kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus 

yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi 

kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 

ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) 

tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua 

puluh empat juta rupiah). 

 Pasal 316 

(2)   Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..., Pasal 

277 adalah kejahatan. 



 

Pasal 314 

Selain pidana penjara, kurungan, atau denda, pelaku tindak pidana Lalu 

Lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin 

Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu 

lintas. 

 

     Pasal 315 

(1) Dalam hal  tindak pidana dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum, 

pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap Perusahaan Angkutan 

Umum dan/atau pengurusnya. 

(2) Dalam hal tindak pidana lalu lintas dilakukan Perusahaan Angkutan 

Umum, selain pidana yang dijatuhkan terhadap pengurus sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dijatuhkan pula pidana denda paling banyak 

dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal 

dalam Bab ini. 

(3) Selain pidana denda, Perusahaan Angkutan Umum dapat dijatuhi pidana 

tambahan berupa pembekuan sementara atau pencabutan izin 

penyelenggaraan angkutan bagi kendaraan yang digunakan. 



 KEJAHATAN DI BIDANG LLAJ YG TERKAIT DGN 

KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG  

PASAL 277  
UU NO.22 TAHUN 2009  

Tentang  

LALU LINTAS DAN 

ANGKUTAN JALAN 

Mengoperasikan   

yang tidak Memenuhi  

kewajiban uji tipe 

SEMUA JENIS 

KENDARAAN BERMOTOR 

KERETA GANDENGAN 

KERETA TEMPELAN 

KENDARAAN KHUSUS 

Memasukkan  

Ke Dalam Wilayah RI 

Membuat, Merakit,  

Atau Memodifikasi,   

Yang Menyebabkan 

Perubahan Tipe 

KENDARAAN BERMOTOR 

KERETA  GANDENGAN 

KERETA TEMPELAN 

Penjara   

1 Tahun Atau 

Denda 

Rp.24.000.000,-  



 

KEJAHATAN YG TERKAIT DGN  PERILAKU PENGEMUDI 

ANGKUTAN BARANG DAN LAKA LANTAS  

 

PASAL 310  
UU NO.22 TAHUN 2009  

Tentang  

LALU LINTAS DAN 

ANGKUTAN JALAN 

LALAI  
DALAM MENGEMUDIKAN 

KENDARAAN BERMOTOR 

MENGAKIBATKAN 

KECELAKAAN LALU LINTAS  

kerusakan Kendaraan 

dan/atau barang 

Korban Luka Ringan Dan 

Kerusakan Kendaraan 

Dan/Atau Barang 

Korban Luka Berat  

Penjara  6 Bulan  

Dan/Atau Denda 

Rp.1.000.000,00  

Penjara  1 tahun  

Dan/Atau Denda 

Rp.2.000.000,00  

Penjara  5 tahun  

Dan/Atau Denda 

Rp.10.000.000,00  

Korban Meninggal 

Dunia  
Penjara  5 tahun  

Dan/Atau Denda 

Rp.10.000.000,00  

PENGEMUDI 

PIDANA TAMBAHAN BAGI PENGEMUDI :  

Pencabutan SIM atau  Pembebanan Ganti Kerugian  yang diakibatkan 



 

KEJAHATAN DI BIDANG LLAJ  YG TERKAIT 

DGN KECELAKAAN LALU LINTAS  

 

PASAL 311  
UU NO.22  

TAHUN 2009  
Tentang LALU LINTAS 

 DAN  

ANGKUTAN JALAN 

DENGAN SENGAJA 
MENGEMUDIKAN 

KENDARAAN 

BERMOTOR 

DENGAN CARA ATAU 

KEADAAN  YANG 

MEMBAHAYAKAN 

BAGI NYAWA ATAU 

BARANG  

kerusakan Kendaraan 

dan/atau barang 

Korban Luka Ringan Dan 

Kerusakan Kendaraan 

Dan/Atau Barang 

Korban Luka Berat  

Penjara  

1 Tahun  

Atau Denda 

Rp3.000.000, -  

Penjara  4 tahun  

Atau Denda 

Rp.8.000.000,00  

Penjara  10 tahun  

Atau Denda 

Rp.20.000.000,00  

Korban Meninggal 

Dunia  
Penjara  12 tahun  

Dan/Atau Denda 

Rp.24.000.000,00  

Penjara  2 tahun  

Atau Denda 

Rp.4.000.000,00  

PIDANA TAMBAHAN BAGI PENGEMUDI :  

Pencabutan SIM atau  Pembebanan Ganti Kerugian  yang diakibatkan 



 

KEJAHATAN DI BIDANG LLAJ YG TERKAIT 

DGN KECELAKAAN LALU LINTAS  

 

PASAL 312  
UU NO.22  

TAHUN 2009  
Tentang LALU LINTAS 

 DAN  

ANGKUTAN JALAN 

Tidak Menghentikan 

Kendaraannya 

Tidak Memberikan 

Pertolongan, 

Atau Tidak Melaporkan 

Kecelakaan Lalu Lintas 

Kepada Polri  Terdekat  

Penjara   

3 tahun Atau 

Denda 

Rp.75.000.000,00  

TERLIBAT 

KECELAKAAN 

LALU LINTAS 

DENGAN 

SENGAJA  



PENGEMUDI 

PENGURUS 

PERUSAHAAN 

ANGKUTAN  

PERUSAHAAN 

ANGKUTAN 
ADMINIS 

TRASI 

PIDANA 

TAMBAH

AN 

PIDANA 

POKOK 

 Perakit, 

 Importir. 

 Bengkel Umum 

Modifikasi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pencabutan SIM atau  Pembebanan  

Ganti Kerugian  yang diakibatkan 

ORANG 

YANG 

DIHUKUM 

DAN 

SANKSI 

PIDANA 



PENINDAKAN / PENEGAKAN HUKUM 

TERHADAP KELEBIHAN MUATAN 



Pelanggaran Tata Cara Pemuatan Pelanggaran Berat Muatan (Overloading) 

Pelanggaran Dimensi Kendaraan Fisik Kendaraan Tidak Sesuai Buku Uji 



UU NO.22 TAHUN 2009  

TENTANG  

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 

PASAL 307  

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan 

bermotor angkutan umum barang yang tidak  

mematuhi ketentuan mengenai TATA CARA 

PEMUATAN, DAYA ANGKUT, DIMENSI KENDARAAN 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 ayat (1) 

dipidana dengan pidana  

kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau  

denda paling banyak RP500.000,00 (lima ratus 

ribu rupiah).” 

PASAL 307  



PENGAWASAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN 

PASAL 61 PP 
NO.74/ 2014 

TENTANG 
ANGKUTAN 

JALAN  

TATA CARA PEMUATAN 

DAYA ANGKUT 

DIMENSI KENDARAAN  

KELAS JALAN YANG DILALUI 



PENGAWASAN  MUATAN BARANG 

(PS 169-172 UU LLAJ NO.22 THN 2009) 

POLRI PPNS  LLAJ 

PEMERIKSAAN 
& PENYIDIKAN 

KEGIATAN GABUNGAN 

PETUGAS 
DISHUB 

PPNS LLAJ 

KEGIATAN MANDIRI 
DAPAT DIPERKUAT  POLRI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENGE 
MUDI 

 
PERUSA 
HAAN  

 

 
PENGU 

RUS 
PERUSA 
HAAN  

 

ORANG 

YANG 

DIHUKUM 

DAN 

SANKSI 

PIDANA 

PELANGGARAN 

PASAL 307  

PASAL 315  



SANKSI ADMINISTRATIF 

1. Wajib membuat surat muatan barang 
sebagai bagian dokumen perjalanan 

2.  Wajib membuat surat perjanjian 
pengangkutan barang 

Wajib mengangkut barang setelah 
disepakati perjanjian angkutan dan/atau 
dilakukan pembayaran biaya angkutan 
oleh pengirim barang 

Wajib mengembalikan biaya angkutan 
yang telah dibayar oleh pengirim barang 
jika terjadi pembatalan pemberangkatan 

Wajib mengasuransikan tanggung 
jawabnya untuk ganti kerugian yang 
diderita  oleh pengirim barang karena 
lalai dalam melaksanakan pelayanan 
angkutan 

Pasal 

168 

Pasal 

186 

Pasal 

187 

Pasal 

189 



  PERATURAN BERKENDARA 

ANGKUTAN BARANG 

 

DOKUMEN PERJALANAN 

 

 Surat Muatan Barang 

 Surat Perjanjian 

Pengangkutan Barang 

 

 

 

LEGALITAS KENDARAAN 

•  Buku Uji 

 Surat Tanda Nomor Kendaraan 

Bermotor (STNKB) ybs 

 Tanda Nomor Kendaraan 

Bermotor  

 

 

 

 

LEGALITAS PENGEMUDI  

 

Surat Izin Mengemudi (SIM)      
Sesuai Peruntukannya 

 IDENTITAS DIRI (KTP) 

 

 

 

 

 

PP NO. 55 THN 2012 
TTG KENDARAAN  

PP NO.79 THN 2013 

TTG JARINGAN  

LLAJ 
PP NO.74 THN 2014 

TTG ANGKUTAN  JALAN 

PERATURAN 
MENTERI 

PERATURAN 
KAPOLRI 



PASAL 307  

PP NO.74 NOMOR 74 TAHUN 2014 TENTANG ANGKUTAN JALAN 

Pasal 61 

 (1)  Tata cara pemuatan .... dilaksanakan dengan mempertimbangkan: 

a. penempatan muatan pada ruang muatan; 

b. distribusi beban; 

c. tata cara pengikatan muatan; 

d. tata cara pengemasan; dan 

e. tata cara pemberian label atau tanda. 

(2)  Daya angkut .... ditetapkan berdasarkan jumlah berat yang 

diizinkan dan/atau jumlah berat kombinasi yang diizinkan. 

(3)  Dimensi kendaraan .... merupakan dimensi utama Kendaraan 

Bermotor yang meliputi panjang, lebar, tinggi, julur depan dan 

julur belakang Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(4)  Kelas jalan yang dilalui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 

huruf d ditentukan berdasarkan rambu kelas jalan. 



PERSYARATAN PENGANGKUTAN ANGKUTAN 

BARANG UMUM 

ANGKUTAN 
BARANG 
UMUM 

1.  PRASARANA JALAN 
YANG DILALUI  
memenuhi Ketentuan 
kelas Jalan 

2.  TERSEDIA PUSAT 
DISTRIBUSI 
LOGISTIK (Tempat 
bongkar muat 
barang) 

3.  MENGGUNAKAN  

 MOBIL BARANG 



PERSYARATAN PENGANGKUTAN BARANG KHUSUS 

( PASAL 162 UU.NO.22/2009 ) 

Kendaraan  : 

• Memenuhi persyaratan keselamatan sesuai 
dengan sifat/bentuk barang diangkut; 

• Diberi tanda tertentu sesuai dengan 
barang yang diangkut; 

• Memarkir kendaraan di tempat yang 
ditetapan; 

• Bongkar muat barang di tempat yang 
ditetapkan dan dengan alat sesuai dengan 
sifat/bentuk barang diangkut; 

• Beroperasi pada waktu yang tidak 
mengganggu Keamanan, Keselamatan, 
Kelancaran, dan Ketertiban; 

• Rekomendasi dari instansi terkait 

• Alat Berat dengan dimensi Lebih harus 
mendapat pengawalan Polri. 

• Pengemudi dan pembantu Pengemudi wajib 
memiliki kompetensi sesuai dengan sifat 
/bentuk barang khusus yang  

Simbol Dan 
Label Bahan 

Berbahaya Dan 
Beracun 

Surat 

Persetujuan 

Pengangkutan 

Alat Berat Dan 

Pengangkutan 

Bahan 

Berbahaya Dan 

Beracun (B3)  

PERATURAN MENTERI 
LINGKUNGAN HIDUP 

PERATURAN MENTERI 
PERHUBUNGAN 



PP NO.74 TAHUN 2014 

TENTANG ANGKUTAN JALAN 

TATA CARA 
PEMUATAN 

Penempatan Muatan 
Pada Ruang Muatan 

Distribusi Beban 

Tata Cara Pengemasan 

Tata Cara Pemberian 
Label Atau Tanda 

 
SANKSI BAGI PELANGGAR : 

Kurungan  
Paling Lama  2 Bulan Atau  Denda 

Paling Banyak  RP.500.000,00  
 

1.  Pelanggaran Tata Cara 

Pemuatan 



PP NO.55 TAHUN 2012 TENTANG KENDARAAN &  

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN/DIRJEN HUBDAT 

JUMLAH BERAT 
YANG 

DIPERBOLEHKAN 

BERAT KOSONG 
KENDARAAN  

(TANPA PENGEMUDI, 
PENUMPANG, DAN 

MUATAN) 

JARAK TITIK BERAT 
MUATAN 

JARAK SUMBU  

PENGUJI 
/DISHUB 

LLAJ 

JBI 
JBKI 

JBI/JBKI : 
Jumlah Berat Yang Diizinkan/ 
Jumlah Berat Kombinasi Yang 
Diizinkan Utk Tiap Kendaraan 

BUKU 
UJI 

Fisik Kendaraan Tidak Sesuai Buku Uji 



DIMENSI KENDARAAN 

ANGKUTAN BARANG 

Julur Belakang  

Julur Depan  

Tinggi 

Lebar 

Panjang 



KELAS JALAN YANG DILALUI 

KENDARAAN ANGKUTAN BARANG  

DAYA DUKUNG  JALAN  UNTUK  MUATAN DAN DIMENSI KENDARAAN  

 

Pasal 19 UU No.22 Tahun 2009  

Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 

Kenyataan 

Di 

Lapangan 

Kendaraan 

Bermotor 

Batas Daya dukung jalan untuk menerima MST  

dan Dimensi kendaraan bermootor 

  

berat muatan 

angkutan 

barang  

hingga 48 

Ton 

 

  

  

  

 Ukuran  Kelas I  Kelas II   Kelas III  Kelas khusus 

/jalan arteri  

Lebar    2.500 mm   2.500 mm 2.100 mm   2.500 mm > 

Panjang  18.000 mm 12.000 mm 9.000 mm 18.000 mm 

Tinggi    4.200 mm   4.200 mm 3.500 mm   4.200 mm 

Muatan Sumbu 

Terberat 

10 Ton   8 Ton 8 Ton 10 Ton > 

Pasal 48 dan Pasal 220 ayat (2) : 

Desain karoseri truk harus dibuat standarisasi sesuai dengan panjang, lebar, tinggi dan 

muatan sumbu terberat. 



 

KEWAJIBAN DAN HAK PERUSAHAAN 

ANGKUTAN BARANG UMUM 

 

KEWAJIBAN 

MENGEMBALIKAN BIAYA ANGKUTAN YANG TELAH 

DIBAYAR PENGIRIM BARANG JIKA TERJADI PEMBATALAN 

PEMBERANGKATAN 

MENGGANTI KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENUMPANG 

ATAU PENGIRIM BARANG KARENA LALAI DALAM 

MELAKSANAKAN PELAYANAN ANGKUTAN 

MENGASURANSIKAN TANGGUNG JAWABNYA 

SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 188. 

DAPAT MENURUNKAN BARANG YANG DIANGKUT PADA 

TEMPAT PEMBERHENTIAN TERDEKAT JIKA  BARANG YANG 

DIANGKUT DAPAT MEMBAHAYAKAN KEAMANAN DAN 

KESELAMATAN ANGKUTAN 

HAK 

MEMUNGUT BIAYA TAMBAHAN ATAS BARANG YANG 

DISIMPAN DAN TIDAK DIAMBIL SESUAI DENGAN 

KESEPAKATAN 

MENJUAL BARANG YANG DIANGKUT SECARA LELANG 

SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN JIKA PENGIRIM ATAU PENERIMA TIDAK 
MEMENUHI KEWAJIBAN SESUAI DENGAN KESEPAKATAN  

MEMUSNAHKAN BARANG YANG SIFATNYA BERBAHAYA 

ATAU MENGGANGGU DALAM PENYIMPANANNYA SESUAI 

DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN JIKA BARANG ANGKUTAN TIDAK DIAMBIL OLEH 

PENGIRIM ATAU PENERIMA SESUAI DENGAN BATAS WAKTU 
YANG TELAH DISEPAKATI 

MENGANKUT BARANG SETELAH DISEPAKATI PERJANJIAN 

ANGKUTAN DAN/ATAU DILAKUKAN PEMBAYARAN BIAYA 
ANGKUTAN OLEH  PENGIRIM BARANG. 

MENAHAN BARANG YANG DIANGKUT JIKA PENGIRIM 
ATAU PENERIMA TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN DALAM 

BATAS WAKTU YANG DITETAPKAN SESUAI DENGAN 
PERJANJIAN ANGKUTAN. 



 

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ANGKUTAN 

BARANG UMUM 

 

TANGGUNG 
JAWAB 

KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENGIRIM BARANG KARENA BARANG MUSNAH, HILANG, ATAU 

RUSAK AKIBAT PENYELENGGARAAN ANGKUTAN, KECUALI TERBUKTI BAHWA MUSNAH, HILANG, 

ATAU RUSAKNYA BARANG DISEBABKAN OLEH SUATU KEJADIAN YANG TIDAK DAPAT DICEGAH 

ATAU DIHINDARI ATAU KESALAHAN PENGIRIM. 

KERUGIAN DIHITUNG BERDASARKAN KERUGIAN YANG NYATA-NYATA DIALAMI. 

TANGGUNG JAWAB DIMULAI SEJAK BARANG DIANGKUT SAMPAI BARANG DISERAHKAN 

DI TEMPAT TUJUAN YANG DISEPAKATI. 

TIDAK BERTANGGUNG JAWAB JIKA KERUGIAN DISEBABKAN OLEH  PENCANTUMAN 

KETERANGAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN SURAT MUATAN ANGKUTAN BARANG. 

TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PIHAK KETIGA, KECUALI 

JIKA PIHAK KETIGA DAPAT MEMBUKTIKAN BAHWA KERUGIAN TERSEBUT DISEBABKAN OLEH 

KESALAHAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM. 

ATAS KERUGIAN YANG DIAKIBATKAN OLEH SEGALA PERBUATAN ORANG YANG DIPEKERJAKAN 

DALAM KEGIATAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN 

HAK UNTUK MENGAJUKAN KEBERATAN DAN PERMINTAAN GANTI KERUGIAN PIHAK KETIGA 

KEPADA PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM DISAMPAIKAN SELAMBAT-LAMBATNYA 30 (TIGA 

PULUH) HARI TERHITUNG MULAI TANGGAL TERJADINYA KERUGIAN. 

TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PIHAK KETIGA, KECUALI 

JIKA PIHAK KETIGA DAPAT MEMBUKTIKAN BAHWA KERUGIAN TERSEBUT DISEBABKAN OLEH 

KESALAHAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM. 

KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENGIRIM BARANG KARENA BARANG MUSNAH, HILANG, ATAU 

RUSAK AKIBAT PENYELENGGARAAN ANGKUTAN, KECUALI TERBUKTI BAHWA MUSNAH, HILANG, 

ATAU RUSAKNYA BARANG DISEBABKAN OLEH SUATU KEJADIAN YANG TIDAK DAPAT DICEGAH 

ATAU DIHINDARI ATAU KESALAHAN PENGIRIM. 

TIDAK BERTANGGUNG JAWAB JIKA KERUGIAN DISEBABKAN OLEH  PENCANTUMAN KETERANGAN 

YANG TIDAK SESUAI DENGAN SURAT MUATAN ANGKUTAN BARANG. 




